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KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dimaksudkan menjadi pegangan perencanaan dalam rangka menyusun Program dan Kegiatan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun tersebut dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.
Semoga Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon. Atas jasa, bantuan dan kerjasama yang baik dari  semua  pihak dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya  kita semua. Amin
L i w a,                               2023
Kepala Dinas PMP

Kabupaten Lampung Barat,
SAHRIL,S.Pd.,MM
 Pembina Utama Muda
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  BAB  I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Lampung Barat yang merupakan salah satu daerah otonom di Propinsi Lampung harus memiliki program pembangunan yang terpadu yang dilaksanakan secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan yang menyentuh masyarakat pada tatanan terbawah. Program pembangunan yang dilaksanakan merupakan perubahan yang mendasar dan mengandung semangat desentralisasi, berpola pada pendekatan wilayah, pendekatan kemasyarakatan dan sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat. Perubahan mendasar tersebut adalah tuntutan Kabupaten/Kota untuk lebih mampu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagai upaya peningkatan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan yang akuntabel perlu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat, agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efesien.  Salah satu upaya untuk mencapainya adalah melalui keterpaduan dan keserasian pembangunan dalam matra perencanaan yang tertata secara baik.  

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dimana UU ini dinilai memiliki keberpihakan yang cukup kuat terhap desa untuk lebih mandiri dan lebih sejahtera. Asas rekognisi dan subsidiaritas yang ikut melandasi pengembangan substansi UU Desa merupakan kata kunci penting yang mengandung konsekuensi diberikannya kewenangan yang lebih luas dan alokasi anggaran lebih besar kepada desa guna mendukung kemandirian desa.

Berbagai peluang dan kesempatan menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa bersama masyarakatnya, baik dalam memperbaiki sistem, menata kelembagaan desa hingga meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa serta lembaga yang ada di desa. UU Desa setidaknya berisi beberapa kata kunci penting yang membuat desa berbeda dari sebelumnya, baik dilihat dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial budaya. 

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten              Lampung Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.2 LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025;

19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2030;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005 – 2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a.
Maksud

Sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2022 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat.
b.
Tujuan

Meningkatkan peran, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022.
1.4 DASAR PERUBAHAN RENJA
BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon pada tahun 2023 dilaksanakan berbagi program, kegiatan, dan subkegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 4 program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 7 kegiatan, dan jumlah subkegiatan termasuk subkegiatan rutin sebanyak 27 subkegiatan. Alokasi dana tahun 2023 untuk Belanja sebesar Rp 3,552,863,023 (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah) terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp ………………………………..
Dari seluruh subkegiatan terdapat sebanyak 27 subkegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya belum mencapai 100 persen, yaitu :

	1.
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi fisik/output sebesar              Persen Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena akan dilaksanakan pada triwulan 3 dan 4.



BAB  III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja dan Pendanaan sebagai berikut:

· Jumlah anggaran Belanja pada RKPD/Renja Murni tahun 2023 sebesar Rp 9.461.727.850 Jumlah anggaran Belanja pada APBD Murni tahun 2023 sebesar Rp 3.328.180.700
· Jumlah Anggaran Belanja pada APBD Pergeseran Tahun 2023 sebesar Rp. 3,552,863,023
· Jumlah Sub Kegiatan yang bertambah Pagunya pada Renja Perubahan Tahun 2023 dibandingkan APBD Pergeseran sebanyak 0 Sub Kegiatan
· Jumlah Sub Kegiatan yang Berkurang pagunya pada Renja Perubahan Tahun 2023 dibandingkan APBD Pergeseran sebanyak 0 Sub Kegiatan/ gaji!!!
· Jumlah Sub Kegiatan yang baru muncul pada Renja Perubahan Tahun 2023 dibandingkan APBD Pergeseran sebanyak 0 Sub Kegiatan

· Jumlah Sub Kegiatan yang dihilangkan pada Renja Perubahan Tahun 2023 dibandingkan APBD Pergeseran sebanyak 0 Sub Kegiatan
BAB  IV

PENUTUP
Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur dan berkelanjutan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon  telah berupaya memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia seoptimal mungkin. 
Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA - OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini, diharapkan agar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon untuk tahun 2022 sesuai dengan target kinerja yang direncanakan.
Rencana kerja ini merupakan dokumen perencanaan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat di tahun 2022.

   L i w a,                        2023
Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pekon
Kabupaten Lampung Barat,

Drs. SYAEKHUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680913 198909 1 002
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